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Abstract
The Muslim minorities in the West who are currently dealing with a multitude of problem receives attention 
from Muslim scholars. Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī is the first Muslim scholar who attempted to provide a 
solution to the problems, especially related to the implementation of religious teachings, as he outlined it in 
the framework of fiqh al-aqalliyāt. In principle, this is not something new in Islamic jurisprudence, because its 
legal sources are still the same. Nevertheless, this kind of fiqh is different in the sense that it does not merely 
talk about legal issues, but also the problems of theology and morals that the Muslim minorities in the West are 
currently dealing with in their relations with non-Muslims. Fiqh al-aqalliyyāt is also characterized by the use of 
the principle of al-taysīr as clearly prominent in the fatwās by Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī, such as on the validity 
of both performing Friday prayer in the morning due to limited time for religious sermon (khuṭbah) and during 
ẓuhr time in some countries. This article will explore further this principle of al-taysīr in the Qaraḍāwī’s fiqh 
al-aqalliyyāt. 
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Abstrak
Kaum minoritas Muslim di Barat yang saat ini berurusan dengan banyak masalah mendapat perhatian 
dari cendekiawan Muslim. Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah cendekiawan Muslim pertama yang berusaha 
memberikan solusi atas masalah ini, dan merumuskannya dalam kerangka fiqh al-aqalliyāt. Pada prinsipnya, 
fiqh ini bukan sesuatu yang baru dalam yurisprudensi Islam, karena sumber hukumnya masih sama. Meskipun 
demikian, model fiqh semacam ini berbeda dalam arti bahwa ia tidak hanya membicarakan masalah hukum, 
tapi juga masalah teologi dan moral yang dihadapi oleh kaum minoritas Muslim saat ini ketika berhubungan 
dengan non-Muslim di Barat. Fiqh al-aqalliyyāt juga ditandai dengan penggunaan asas al-taysīr yang jelas 
menonjol dalam fatwa oleh Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī, seperti keabsahan sholat Jum’at di pagi hari karena 
keterbatasan waktu dan di waktu ẓuhr di beberapa negara. Artikel ini akan mengulas lebih jauh asas al-taysīr 
ini dalam fiqh al-aqalliyyāt Qaraḍāwi.
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PENDAHULUAN
Agama Islam merupakan agama yang 
universal dan relevan untuk segala ruang dan 
waktu. Karena universalitas Islam itulah setiap 
Muslim wajib menerapkan syari’at Islam di mana 
pun dan kapan pun mereka berada. Muslim di 
Eropa menjalankan syari’at Islam sebagaimana 
Muslim Timur Tengah, Muslim di Amerika 
menjalankan syari’at Islam sebagaimana 
Muslim Afrika, dan begitu seterusnya. Hanya 
saja, pelaksanaan ajaran Islam di negara yang 
berpenduduk mayoritas Muslim biasanya lebih 
mudah dibanding di negara yang sebaliknya. Di 
Barat, misalnya, minoritas Muslim seringkali 
dihadapkan pada persoalan yang mengusik 
keberagamaan mereka. Persoalan kian runyam 
seiring menguatnya Islamophobia baik di 
level masyarakat non-Muslim maupun di 
level negara. Walhasil, tidak jarang Muslim 
mengalami perlakuan diskriminatif baik dalam 
kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun 
praktik keagaamaan.
Ironisnya, fikih konvensional yang 
menjadi rujukan keberagamaan mereka justru 
tidak menawarkan solusi yang kreatif dalam 
menghadapi realitas kehidupan tersebut. 
Akibatnya, minoritas Muslim mengalami 
untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam 
sesuai tuntunan fikih klasik tersebut. Mereka 
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juga sulit berintegrasi sepenuhnya ke dalam 
masyarakat Barat yang memiliki kehidupan 
sosial, budaya, dan agama yang berbeda. Yūsuf 
al-Qaraḍāwī adalah seorang ulama Muslim 
kontemporer yang mula-mula mencoba 
menawarkan solusi atas problematika hukum 
Islam yang dihadapi oleh minoritas Muslim di 
Barat. Beliau menawarkan sebuah kerangka 
kerja fikih yang disebutnya sebagai fiqh al-
aqalliyāt, yaitu serangkaian hukum atau 
fatwa Islam untuk minoritas Muslim. Dengan 
kerangka kerja tersebut, beliau menulis buku 
berjudul al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām untuk 
merespons permintaan mahasiswa-mahasiwa 
Muslim di negara-negara Barat. al-Qaraḍāwī 
juga secara khusus menulis buku tentang fiqh 
al-aqalliyāt dengan judul Fī Fiqh al-Aqalliyyāt al-
Muslimah”. Bahkan, beliau dan beberapa tokoh 
lain mendirikan Europian Council for Fatwa and 
Research (EFCR) di London pada tahun 1997 
dengan tujuan utama memberikan layanan 
konsultasi hukum Islam bagi minoritas Muslim 
di Eropa.
Hal menarik dari fiqh al-aqalliyāt Yūsuf 
al-Qaraḍāwī secara khusus, dan pemikiran 
keagaamaan beliau secara umum, adalah 
prinsip al-taysīr (memudahkan) yang senantiasa 
menjadi pegangan beliau ketika berijtihad 
maupun memberikan fatwa. Prinsip al-taysīr 
ini, sejauh pengamatan penulis, tidak berarti 
menggampangkan atau menyepelekan hukum 
Islam, melainkan mengedepankan prinsip 
rukhṣah dan memilih pendapat ulama yang 
meringankan daripada yang memberatkan.
Tulisan ini akan mengurai konsep al-
taysīr dalam pendapat dan fatwa Yūsuf al-
Qaraḍāwī dalam konteks fiqh al-aqalliyāt. 
Penulis mengkhususkan pembahasan pada fiqh 
al-aqalliyāt karena produk hukum ini masih 
terbilang baru dan masih menyisakan banyak 
persoalan terkait latar belakang, istilah, 
metodologi, dan implikasinya secara sosial, 
politik, dan keagamaan terhadap minoritas 
Muslim di Barat. 
BIOGRAFI YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ
Riwayat Hidup dan Pendidikan
Yūsuf al-Qaraḍāwī lahir di Desa Ṣafat at-
Turāb, Maḥallah al-Kubrā, Gharbiyyah, Mesir, 
pada 7 September 1926.1 Nama lengkapnya 
adalah Yūsuf bin ‘Abdullāh bin ‘Alī bin Yūsuf. 
al-Qaraḍāwī merupakan nama keluarga yang 
diambil dari nama daerah tempat mereka 
berasal, yakni al-Qarāḍah. Ketika berusia lima 
tahun, al-Qaraḍāwī kecil belajar mengaji dan 
menghapal Al-Qur’an kepada salah seorang 
guru agama di desanya, al-Kuttāb. Al-Qaraḍāwī 
menyempurnakan hafalan Al-Qur’an pada usia 
sepuluh tahun, dengan bacaan bertajwid.2
Yūsuf al-Qaraḍāwī menempuh pendidikan 
‘ibtidāiyyah (4 tahun) dan thanāwiyyah (5 tahun) 
di Ma’had Thanthā, Mesir.3 Setelah itu, beliau 
melanjutkan studinya di fakultas Ushuluddin, 
Universitas al-Azhar, Kairo dan berhasil lulus 
pada 1952-1953. Beliau menempati ranking 
pertama dari sekitar seratus delapan puluh 
mahasiswa. Kemudian, beliau memperoleh 
ijazah setingkat S2 dan mendapat rekomendasi 
untuk mengajar di fakultas Bahasa dan Sastra di 
universitas yang sama pada 1954. Beliau kembali 
meraih peringkat pertama dari tiga fakultas di 
al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. 
Pada 1958, beliau memperoleh ijazah diploma 
dari Ma’had Dirāsat al-‘Arabiyyah al-‘Āliyah dalam 
bidang bahasa dan sastra. Pada 1960, beliau 
mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan 
Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Sunnah di fakultas 
Ushuluddin. Pada 1973, beliau berhasil meraih 
gelar Doktor dengan peringkat summa cumlaude.4
1Yūsuf al-Qaraḍāwī, Liqā’at wa Muḥāwarāt Ḥawla Qaḍāyā 
al-Islām wa al-‘Aṣr, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 112. 
Ṣafat at-Turāb adalah sebuah perkampungan indah di Mesir, 
propinsi Gharbiyyah, ibu kota Thanthā. Di desa tersebut 
dimakamkan salah seorang sahabat Nabi, ‘Abdullāh bin al-
Ḥāris. Lihat Suryadi, Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, 
(Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm. 40.
2Muḥammad al-Majdhūb, ‘Ulamā’ wa Mufakkirūn 
‘Araftuhum, (Riyāḍ: Dār al-Syurūk, 1992), hlm. 421.
3Suryadi, Metode Kontemporer., hlm. 41.
4Isham Tallimah, Al-Qaraḍāwī Faqīhan, (Damaskus: Dār al-
Qalam, 2001), hlm. 11-29. Umi Zulfah, Riba dan Bunga Bank Menurut 
Yusuf al-Qaradhawi: Kajian Atas Penafsiran Yusuf al-Qaradhawi 
terhadap Q.S. al-Baqarah: 275 dalam Bukunya Fawāid al-Bunūk Hiya 
al-Ribā al-Harām”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 20.
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Kontribusi dan Karya
Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah ulama yang 
memperhatikan hampir semua cabang ilmu 
keislaman, terutama dalam bidang fiqh dan 
uṣūl fiqh. Di kedua bidang tersebut, beliau 
telah menghasilkan karya-karya fenomenal, 
antara lain: Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām; 
Fatāwā Mu’āṣirah (tiga jilid); Taysīr al-Fiqh: Fiqh 
al-Ṣiyām; Al-Ijtihād fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah; 
Madkhal lī Dirāsah al-Sharī’ah al-Islāmiyyah; Min 
al-Fiqh al-Dawlah fī al-Islām; Taysīr al-Fiqh lī al-
Muslim al-Mu’āṣir; Al-Fatwā bayna al-Inḍibāt wa 
al-Tasayyub; ‘Awāmil al-Sa’ah wa al-Marūnah fī 
al-Sharī’ah al-Islāmiyyah; Al-Fiqh al-Islāmī bayna 
al-Aṣalah wa al-Tajdīd; Al-Ijtihād al-Mu’āṣir bayna 
al-Inḍibāt wa al-Infirāṭ; Fiqh al-Zakah; Fiqh al-
Jihād; Fī Fiqh Al-Aqalliyāt al-Muslimah. Di buku 
terakhir inilah, al-Qaraḍāwī menuliskan fatwa-
fatwa dan konsep fikih beliau tentang Muslim 
minoritas.
Selain berkarya dalam bentuk tulisan, al-
Qaraḍāwī juga aktif menjadi pengurus bagi 
lembaga-lembaga keislaman yang tersebar 
di beberapa negara. Misalnya, beliau menjadi 
salah satu pendiri sekaligus ketua European 
Council for Fatwa and Research (ECFR) yang 
berlokasi di London.5
CORAK FIKIH YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ6
Tidak diragukan lagi bahwa Yūsuf al-
Qaraḍāwī adalah seorang pakar dalam bidang 
ilmu fikih. Karya beliau, Fiqh al-Zakāt dan al-
Fatāwā al-Mu’āṣirah merupakan bukti kapasitas 
beliau sebagai seorang ahli fikih (faqīh). Akan 
tetapi, perlu diketahui pula bahwa fikih beliau 
memiliki corak yang berbeda dengan fikih 
pada umumnya karena beberapa kekhasan 
di dalamnya. Pertama, waṣaṭiyyah (moderasi), 
yaitu tengah-tengah antara dua hal yang 
berlebihan. Waṣaṭiyah yang dimaksud di sini 
adalah moderasi yang menyeluruh dalam 
berbagai aspek, baik akidah, syiar agama, 
5Isham Tallimah, Al-Qaraḍāwī Faqīhan., hlm. 29-35.
6Muntaha Artalim Zaim, Ma’ālim al-Taysīr fī Fiqh al-
Aqalliyyāt al-Muslimah ‘inda al-Syaikh Yūsuf al-Qaraḍāwī. 
Tesis Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences 
International Islamic University Malaysia (2006), hlm. 41-43.
ibadah, akhlak, perilaku, aturan, tatanan 
hukum, pemikiran, dan perasaan. Prinsip ini 
juga meliputi moderasi antara unsur material 
dan spiritual, antara idealisme dan realitas, 
antara akal dan sanubari, antara individual 
dan sosial, antara prinsip dan perkembangan, 
antara kelompok yang terlalu tekstual dan 
kelompok yang terlalu kontekstual. Yūsuf al-
Qaraḍāwī menekankan sikap moderat, karena 
itulah beliau juga dikenal dengan ulama 
modern yang moderat. Secara tegas, beliau 
menyatakan kemoderatan pemikirannya 
dengan ungkapan sebagai berikut: “Saya telah 
mengikuti metode waṣaṭiyah sejak lebih dari 
setengah abad, dan kitab al-Ḥalāl wa al-Ḥarām 
fī al-Islām merupakan kitab pertamaku yang 
menegaskan itu.”7 
Kedua, taysīr (memudahkan), 
yaitu memudahkan tapi bukan berarti 
menyepelekan. Taysīr merupakan prinsip yang 
senantiasa dipegang oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī 
baik dalam pemikiran maupun dalam fikih. 
Beliau membagi taysīr al-fiqh ke dalam dua 
bagian: memudahkan pemahaman fiqh kepada 
umat Islam, dan memudahkan hukum fikih 
dengan cara memilih perkara yang lebih 
ringan dan mudah. Memudahkan pemahaman 
fikih kepada khalayak dapat ditempuh dengan 
cara menyajikan fikih secara sederhana 
dengan susunan bahasa yang mudah dipahami 
oleh semua kalangan, serta membuang 
pembahasan fikih yang tidak ditemukan dalam 
kehidupan nyata seperti persoalan iftirādiyah 
(pengandaian atau spekulasi). Memudahkan 
dalam hukum fikih bisa dilakukan dengan 
cara memberi perhatian lebih pada persoalan 
rukhṣah, ḍarūriyat (kebutuhan primer), 
dan maqāṣid serta perubahan fatwa seiring 
perubahan zaman dan keadaan manusia.8
Ketiga, waqi’iyah (realistis), artinya 
memberikan hukum dengan melihat realitas 
yang terjadi di tengah masyarakat. Prinsip 
waqi’iyah sangat dipegang oleh al-Qaraḍāwī 
7Yūsuf al-Qaraḍāwī, Kalimt fī al-Waṣaṭiyah, (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 33.
8Yūsuf al-Qaraḍāwī, Taysīr al-Fiqh lī al-Muslim al-Mu’āṣir fī 
Dhaw’i al-Qur’ān wa al-Sunnah, (Kairo: Maktabah Wahbah), hlm 
11-15. 
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dalam melakukan ijtihad maupun mengeluarkan 
fatwa. Dalam pembukaan kitabnya, Fatāwā 
Mu’āṣirah, misalnya, beliau menegaskan “Di 
antara kaidah yang kupegang adalah: aku tidak 
membebani diriku dan masyarakatku kecuali 
dengan apa yang membawa manfaat untuk 
manusia, dan apa yang mereka butuhkan dalam 
realitas kehidupan mereka.”9 
Minoritas Muslim
Seiring dengan adanya keterbukaan dan 
maraknya seruan perlindungan Hak Asasi 
Manusia (HAM), migrasi penduduk dari 
satu negara ke negara lain menjadi suatu 
keniscayaan. Tidak ada satu negara pun yang 
luput dari migrasi. Lebih-lebih pada saat ini, 
di mana konflik dan perang saudara melanda 
kawasan Timur Tengah yang masyarakatnya 
mayoritas adalah Muslim. Maka, tidak sedikit 
terjadi gelombang migrasi Muslim ke negara 
lain, terutama ke kawasan Eropa dan Amerika. 
Kenyataan ini menjadikan jumlah Muslim 
di negara-negara non-Muslim tersebut 
semakin meningkat, walaupun mereka harus 
menanggung resiko psikologis cukup akut 
sebagai pendatang, terutama berkenaan dengan 
praktik pengamalan keagaamaan mereka.
Minoritas berarti bagian dari penduduk yang 
beberapa cirinya berbeda dan sering mendapat 
perlakuan berbeda. Istilah “Muslim” dipergunakan 
untuk menunjukkan semua orang yang mengakui 
bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah 
Swt. yang terakhir dan mengakui bahwa ajarannya 
adalah benar. Sehingga minoritas Muslim adalah 
bagian penduduk yang berbeda karena anggota-
anggotanya adalah Muslim dan sering mendapat 
perlakuan yang berbeda.10 
Jumlah minoritas Muslim di Eropa semakin 
hari semakin bertambah terutama seiring adanya 
konflik dan perang saudara di Timur Tengah. 
Berikut adalah jumlah minoritas Muslim di Eropa 
dan Amerika pada tahun 2014 (dalam juta):11
9Yusuf al-Qaradhawi, Fatāwā Mu’āṣirah, (Kuwait: Dār al-
Qalam, 2001), vol. 1, hlm. 51.
10M. Ali Kettani, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, Terj. 
Zarkowi Soejoeti, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1-3.
11http://www.muslimpopulation.com/Europe/. http://
www.muslimpopulation.com/America/
a. Benua Eropa
No Negara Total Populasi
Umat 
Islam
Populasi 
Umat 
Islam
1 Albania 2.8 79.9% 2.24
2 Andorra 0.1 3% 0.00
3 Austria 8.5 6.2% 0.53
4 Belarusia 9.5 0.2% 0.02
5 Belgia 11.2 6% 0.67
6 Bosnia 
Herzegovina
3.8 60.06% 2.28
7 Bulgaria 7.3 13.4% 0.98
8 Kepulauan 
Channel 0.2 1% 0.002
9 Kroasia 4.3 3% 0.13
10 Ceko 10.5 0.5% 0.05
11 Denmark 5.6  4.1% 0.23
12 Estonia 1.3  0.7% 0.01
13 Finlandia 5.4  0.8% 0.04
14 Perancis 63.9  9.6% 6.13
15 Jerman 80.6  5% 4.03
16 Yunani 11.1  4.7% 0.52
17 Hongaria 9.9  0.2% 0.02
18 Islandia 0.3  0.2% 0.00
19 Irlandia 4.7  0.5% 0.02
20 Italia 59.8  2.6% 1.55
21 Kosovo 1.8  90% 1.62
22 Latvia 2 0.45% 0.01
23 Liechtenstein 0.04 4.8% 0.00
24 Lithuania 3 0.1% 0.00
25 Luksemburg 0.5 2.6% 0.01
26 Makedonia 2.1 34.9% 0.73
27 Malta 0.4 0.2% 0.00
28 Moldova 4.1 0.5% 0.02
29 Monako 0.04 0.5% 0.00
30 Montenegro 0.6 18.5% 0.11
31 Belanda 16.8 5.5% 0.92
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No Negara Total Populasi
Umat 
Islam
Populasi 
Umat 
Islam
32 Norwegia 5.1 3% 0.15
33 Polandia 38.5 0.13% 0.05
34 Portugal 10.5 0.6% 0.06
35 Romania 21.3 0.3% 0.06
36 Russia 143.5 19% 27.27
37 San Marino 0.03 0% 0.00
38 Serbia 7.1 3.2% 0.23
39 Slowakia 5.4 0.1% 0.01
40 Slovenia 2.1 2.4% 0.05
41 Spanyol 46.6 2.3% 1.07
42 Swedia 9.6 4.9% 0.47
43 Swiss 8.1 5.7% 0.46
44 Ukraina 45.5 1% 0.46
45 Inggris 64.1 4.6% 2.95
TOTAL 739.81 56.19
Keterangan: Prosentase populasi umat Islam di Eropa adalah 
7.6.
b. Benua Amerika
Amerika Utara
No Negara Total Populasi
Umat 
Islam
Populasi 
Umat 
Islam
1 Amerika 
Serikat
316.2 2.11 % 6.67
2 Kanada 35.3 3 % 1.06
3 Meksiko 117.6 0.26 % 0.3058
Keterangan: Prosentase populasi umat Islam di Amerika Utara 
adalah 1.71.
Amerika Selatan
No Negara Total Populasi
Umat 
Islam
Populasi 
Umat 
Islam
1 Antigua & 
Barbuda
0.1 0.30 % 0.0003
2 Argentina 41.3 1.5 % 0.6195
3 Kep. Bahama 0.3 - -
4 Barbados 0.3 0.20 % 0.0006
No Negara Total Populasi
Umat 
Islam
Populasi 
Umat 
Islam
5 Belize 0.3 1 % 0.003
6 Bolivia 11 0.01 % 0.0011
7 Brazil 195.5 0.51 % 0.9971
8 Chili 17.6 0.02 % 0.0035
9 Kolombia 48 0.02 % 0.0096
10 Kosta Rika 4.7 0.10 % 0.0047
11 Kuba 11.3  - 0
12 Dominika 0.1 1.6 % 0.0016
13 Rep. 
Dominikan
10.3 0.02 % 0.0021
14 El Salvador 6.3  - 0
15 Ekuador 15.8  - 0
16 French 
Guiana
0.2 - 0.0000
17 Grenada 0.1 0.30 % 0.0003
18 Guadeloupe 0.4 - 0
19 Guatamala 15.4 0.04 % 0.0062
20 Guyana 0.8 7 % 0.0560
21 Haiti 10.4 0.04 % 0.0042
22 Honduras 8.6 0.10 % 0.0086
23 Jamaika 2.7 0.20 % 0.0054
24 Martinique 0.4 0.20 % 0.0008
25 Netherlands 
Antilles
0.2 - 0
26 Nicaragua 6 - 0
27 Panama 3.9 0.33 % 0.0129
28 Paraguay 6.8 0.008 % 0.0005
29 Peru 30.1 - 0
30 Puerto Rico 3.6 0.13 % 0.0047
31 Saint Kitts 
Navis
0.1  - 0
32 Saint Lucia 0.2 - 0
33 Saint Vincent 
& Grenadines
0.1 - 0
34 Surinam 0.6 19.6 % 0.1176
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No Negara Total Populasi
Umat 
Islam
Populasi 
Umat 
Islam
35 Trinidad & 
Tobago
1.3 7 % 0.0910
36 Uruguay 3.4 0.01 % 0.0003
37 Venezuela 29.7 0.4 % 0.1188
TOTAL 957.6 10.11
Keterangan: Prosentase populasi umat Islam di Amerika 
Selatan adalah 0.42.
Dari data di atas dapat kita simpulkan 
bahwa jumlah minoritas Muslim di Eropa dan 
Amerika cukup banyak. Jumlah ini akan semakin 
meningkat seiring masuknya warganegara 
non-Muslim yang memeluk agama Islam dan 
meningkatnya gelombang migrasi Muslim dari 
negara asal mereka yang tengah dilanda konflik 
internal, seperti negara-negara di Timur Tengah.
Keberadaan minoritas tidak jarang 
melahirkan anggapan bahwa mereka adalah 
warga asing sehingga diperlakuan secara 
diskriminatif. Paling tidak ada dua problematika 
besar yang mereka hadapi, yaitu: problematika 
sosio-politik dan problematika dalam 
menjalankan Ajaran Agama. Problematika 
sosio-politik adalah permasalahan yang paling 
sering mereka hadapi. Permasalahan ini 
bermula dari perbedaan latar belakang hidup, 
sosial dan budaya, ras, etnis, dan keyakinan 
atau agama kelompok minoritas yang berbeda 
dengan yang disandang oleh kelompok 
mayoritas. Problematika ini berpusat pada 
dua sudut yang saling berhubungan; sudut 
internal dan sudut eksternal. Sudut internal 
bisa berwujud ketidakmampuan minoritas 
Muslim untuk berasimilasi dengan budaya dan 
nilai-nilai hidup setempat yang disebabkan 
oleh kurangnya pemahaman mereka 
menyelesaikan konflik nilai yang dihadapi. 
Dari sudut eksternal, problematika sosial-
politik minoritas Muslim di Barat bisa dilihat 
dari sikap ambigu negara-negara Barat ketika 
menetapkan kebijakan yang cenderung 
diskriminatif terhadap masyarakat Muslim.12 
12Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, (Yogyakarta: 
LKiS, 2010), hlm. 73-77.
Problematika pelaksanaan ajaran agama bisa 
berasal dari faktor internal maupun eksternal. 
Faktor internal berasal dari fakta bahwa tidak 
semua minoritas Muslim mengerti dan mengikuti 
perkembangan pemikiran hukum Islam dan 
cenderung memahami doktrin-doktrin agama 
secara literal atau tekstual ketimbang kontekstual. 
Faktor eksternal berwujud sikap masyarakat 
Barat yang cenderung mendudukkan agama di 
luar ranah publik dan menjadikannya semata-
mata urusan privat seseorang. Liberalisme, yang 
menjadi dasar berpikir Barat, telah memberikan 
hak otonomi individual berupa kebebasan 
menjalankan ajaran agama dan kepercayaan 
masyarakatnya.13 Hal ini berbeda dari keyakinan 
minoritas Muslim yang mempercayai bahwa 
agama bukan hanya untuk ranah privat tapi juga 
ranah publik.
FIQH AL-‘AQALLIYĀT
Kehadiran Fiqh al-Aqalliyāt (Fiqh Minoritas) 
ini sesungguhnya berawal dari akumulasi 
kegelisahan masyarakat minoritas Muslim di 
Barat ketika harus melakukan sesuatu yang 
berkaitan dengan keagamaan mereka. Di satu 
sisi, mereka harus taat pada ajaran agama yang 
diyakini sempurna, sementara di sisi lain ada 
ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan 
fikih klasik yang mereka pahami dan realitas 
sosial budaya di tempat mereka tinggal. Pada 
kenyataannya, fikih klasik tidak mampu secara 
jelas dan tegas menjawab persoalan-persoalan 
hukum Islam yang mereka hadapi, karena fikih 
klasik ditulis pada masa lampau di wilayah 
yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. 
Problematika yang dihadapi oleh minoritas 
Muslim di Barat belum muncul dalam 
bayangan para ulama terdahulu. Karena itulah 
para sarjana Muslim kontemporer berupaya 
melakukan reinterpretasi atas naṣ hukum 
yang ada dalam rangka menemukan fikih yang 
mampu menjawab permasalahan masyarakat 
minoritas Muslim di Barat. Hasil inilah yang 
kemudian berbuah apa yang kemudian disebut 
dengan Fiqh al-‘Aqalliyāt.14
13Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, hlm. 86-88.
14Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, hlm. 109-115.
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Terma fiqh al-aqalliyāt terdiri dari dua kata: 
fiqh dan ‘aqalliyāt. Fiqh secara bahasa adalah 
memahami, sedangkan secara terminologi 
adalah “kumpulan hukum-hukum syara’ 
yang bersifat amali yang diambil dari dalil-
dalil terperinci.”15 Sementara itu, al-‘aqalliyāt, 
yang secara etimologi bermakna minoritas, 
didefinisikan sebagai bagian dari penduduk yang 
beberapa cirinya berbeda dan sering mendapat 
perlakuan berbeda.16 Secara terminologis, Ṭaḥā 
Jābir al-Alwanī mendefinisikan fiqh al-‘aqalliyāt 
sebagai berikut: 
satu bentuk fikih yang menjaga keterkaitan 
hukum syara’ dengan kondisi masyarakat dan 
tempat mereka tinggal. Fikih ini merupakan 
fikih komunitas tertentu yang memiliki keadaan 
tertentu yang memungkinkan sesuatu tidak sesuai 
bagi orang lain, tapi menjadi sesuai bagi mereka. 
Untuk memperolehnya dibutuhkan pengetahuan 
tentang ilmu kemasyarakatan, ilmu sosiologi, 
ekonomi, ilmu-ilmu politik, dan terutama hubungan 
internasional.17 
Dari definisi di atas, kita dapat memahami 
bahwa fiqh al-‘aqalliyāt merupakan bagian dari 
fikih umum (al-fiqh al-‘ām),18 tetapi memiliki 
spesifikasi pokok bahasan dan problematika 
yang berbeda.19 Dari segi sumber hukum, fiqh 
al-‘aqalliyāt sama seperti fikih pada umumnya, 
yakni bersumber pada al-Qur’an, Hadis, ijmā’, 
qiyās, maṣlaḥah mursalah, istiḥsan, saddu al-
dharā’i, urf, istiṣḥāb, dan sebagainya.20
Tujuan penyusunan fiqh al-‘aqalliyāt 
adalah: Pertama, mempermudah kehidupan 
minoritas Muslim terkait urusan keduniaan 
dan pengamalan keagamaan; kedua, membantu 
menjaga eksistensi mereka sebagai umat 
Islam yang harus melaksanakan kegiatan 
15‘Abdul Wahab bin ‘Alī al-Subkī, Jam’u al-Jawāmi’, (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), vol I, hlm. 32.
16Imam Mawardi, Fiqh Minoritas , hlm. 1-3.
17Ṭaḥā Jābir al-Alwanī, Maqāṣid al-Sharī’ah, (Kairo: Dār al-
Syurūq, 2001), hlm. 97.
18Abū Ḥanīfah menyebutnya al-fiqh al-akbar (fikih makro) 
yang bermakna semua ajaran Islam, tidak terbatas hanya 
pada masalah hukum saja sebagaimana pemaknaan kata fikih 
setelah masa Abū Ḥanīfah. Lihat Ṭahā Jābir, Maqāṣid al-Sharī’ah, 
hlm. 97.
19Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt al-Muslimah, 
(Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 32.
20Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 37-39.
keagamaan; ketiga, membantu mereka untuk 
berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam 
kepada orang yang ada di sekelilingnya; dan 
keempat, membantu mereka dalam menjawab 
problematika terkait status hukum suatu 
masalah.21 
Agar dapat berperan sebagaimana yang 
diharapkan, fiqh al-‘aqalliyāt harus memenuhi 
prinsip-prinsip metodologisnya, yaitu: (1) 
Ijtihad kontemporer yang lurus, termasuk 
ijtihad tarjīḥī-inṭiqā’ī dan ibdā’i-inshā’ī. Ijtihad 
tarjīḥī-inṭiqā’ī berarti memilih salah satu 
pendapat dari pendapat-pendapat ulama 
terdahulu atas pertimbangan kemaslahatan 
dan kesesuaian dengan maqāṣid al-sharī’ah. 
Ijtihad ibdā’i-inshā’ī adalah menemukan hukum 
baru atas masalah-masalah baru; (2) Perhatian 
terhadap kaidah-kaidah fikih yang universal, 
seperti “segala suatu tergantung niatnya”, 
“tradisi itu bisa dijadikan patokan hukum”, 
“kesulitan mendatangkan kemudahan”; (3) 
Perhatian terhadap fikih realitas (fiqh al-wāqi’); 
(4) Penekanan pada fikih kolektif (masyarakat), 
bukan fikih individu semata; (5) Perhatian 
terhadap kaidah “perubahan fatwa seiring 
perubahan kondisi.”; (6) Penerapan metode 
gradualitas (tadarruj); (7) Pengetahuan akan 
kebutuhan primer dan sekunder manusia; (8) 
keterbebasan dari keterikatan mazhab; (9) 
Fiqh al-‘aqalliyāt dibangun di atas metode yang 
memudahkan (manḥaj al-taysīr). Metode al-
taysīr inilah yang diajarkan al-Qur’an, Hadis, 
dan diamalkan oleh para sahabat Nabi Saw.22 
Paparan di atas memberikan kesan kuat atas 
dominannya kedudukan prinsip al-taysīr dalam 
pengembangan fiqh al-‘aqalliyāt. Sembilan 
prinsip metodologi fiqh al-‘aqalliyāt tersebut 
di atas memuat prinsip al-taysīr. Lebih-lebih 
prinsip kelima yang mengharuskan mengikuti 
kaidah “perubahan fatwa seiring perubahan 
kondisi”, sebab salah satu alasan kebolehan 
merubah fatwa adalah karena fatwa yang baru 
dinilai lebih memberikan kemudahan bagi 
manusia.
21Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 34-35.
22Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 40-60. Lihat 
juga Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, hlm. 109-115.
40    Vol. 25 No. 1 Januari 2016   |   33-45
PRINSIP AL-TAYSĪR
Menurut bahasa, al-taysīr semakna 
dengan al-yusr, yaitu mudah dan lunak. Secara 
istilah, al-taysīr berarti menerapkan hukum-
hukum syariat dengan cara yang seimbang, 
sebagaimana penjelasan dalam al-Qur’an 
dan Hadis; “tidak memberatkan sehingga 
mengharamkan yang halal dan tidak pula 
menyepelekan sampai menghalalkan yang 
haram.” Kemudahan hukum Islam dapat kita 
lihat umpanya dengan adanya kaidah fiqh 
yang sangat populer ”al-mashaqqatu tajlību al-
taysīr”, yang artinya “kesulitan mendatangkan 
kemudahan.” Kaidah tersabut digali dan 
diformulasikan para ulama fikih dari beberapa 
ayat al-Qur’an dan Hadis. Di antaranya adalah 
firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 
185:
 َ ْرسُع
ْر
لا ُمُِكب ُديُِري 
َ
لَو َ ْرُسي
ْر
لا ُمُِكب ُ َّهللا ُديُِري
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada 
menghendaki kesulitan.” 
dan dalam sebuah Hadis, Nabi Saw. 
bersabda:
او ُ ِّرسَع
ُ
ت
َ
لَو او ُ ِّرَسي
“Permudahlah, dan jangan kalian mempersulit 
(HR. Bukhari).”
Ada beberapa alasan diberlakukannya 
prinsip al-taysīr: (1) Darurat (ḍarūrat), 
yaitu keadaan yang menimpa seseorang 
dan menyebabkannya melakukan sesuatu 
yang melanggar hukum Islam; (2) Hajat 
(ḥājat), yaitu kebutuhan mendesak di bawah 
tingkatan darurat; (3) Perjalanan (safar), 
yaitu meninggalkan tempat tinggal untuk 
melaksanakan perjalanan; (4) Sakit, yaitu 
situasi yang menyebabkan kondisi seseorang 
menjadi lemah atau dia takut penyakit tersebut 
akan semakin parah; (5) Pemaksaan (ikrāh), 
yaitu memaksa seseorang untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu tanpa ridhanya; 
(6) Takut (khawf), yaitu segala macam bentuk 
ketakutan seperti takut dibunuh; (7) Kesukaran 
(mashaqqah), yaitu kesulitan yang tidak biasa 
yang tidak mampu dipikul oleh seseorang. 
Kesulitan ini diukur dengan akal sehat, syariat, 
serta kepentingan yang dicapainya. Kesulitan 
biasa bukan merupakan sebab diberlakukannya 
prinsip al-taysīr, seperti rasa lelah ketika pergi 
haji. Kesukaran semacam ini sudah merupakan 
tabiat dasar dan konsekuensi logis dari jenis 
pekerjaan yang sedang dilakukan; (8) ‘Umūm 
al-balwā, yaitu suatu perkara yang sulit 
dihindari atau kerap terjadi; (9) Lupa, yaitu 
lupa melaksanakan hak-hak atau perintah 
Allah Swt., sedangkan lupa yang berkaitan 
dengan hak-hak manusia, tidak dianggap uzur 
yang meringankan.23 
Keringanan atau kemudahan karena 
adanya mashaqqah setidaknya terdapat tujuh 
macam, yakni: (1) Takhfīf isqāṭ, yaitu keringanan 
dalam bentuk penghapusan, seperti tidak wajib 
shalat bagi wanita yang sedang menstruasi; 
(2) Takhfīf tanqīṣ, yaitu keringanan dalam 
bentuk pengurangan, seperti shalat qashar 
yang asalnya empat rakaat; (3) Takhfīf ibdāl, 
yaitu keringanan berupa penggantian, seperti 
wudhu atau mandi diganti dengan tayammum; 
(4) Takhfif taqdīm, yaitu keringanan dengan 
cara didahulukan, seperti shalat jama’ taqdim; 
(5) Takhfīf ta’khīr, yaitu keringanan dengan 
dengan cara diakhirkan, seperti shalat jama’ 
ta’khir; (6) Takhfif tarkhīṣ, yaitu keringanan 
karena rukhsah, seperti makan dan minum 
yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, 
sebab bila tidak, bisa membawa kematian; (7) 
Takhfīf taghyīr, yaitu keringanan dalam bentuk 
berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat 
pada waktu khauf.24
Yūsuf al-Qaraḍāwī, sebagaimana disebutkan 
di atas, sangat kukuh memegang prinsip al-
taysīr, baik dalam berijtihad maupun berfatwa 
terutama berkenaan dengan fiqh al-aqalliyāt. 
Beliau membagi taysīr al-fiqh menjadi dua: (1) 
Memudahkan pemahaman fikih kepada umat 
Islam dan memudahkan hukum fikih dengan 
cara memilih perkara yang lebih ringan dan 
mudah. Memudahkan dalam memahamkan 
fikih kepada khalayak dapat ditempuh dengan 
melakukan beberapa langkah sebagai berikut: 
(1) Disajikan secara sederhana dengan susunan 
23Muntaha Artalim, Ma’ālim al-Taysīr., hlm. 95-100.
24Muntaha Artalim., Ma’ālim al-Taysīr., hlm. 100-101.
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bahasa yang mudah dipahami oleh semua 
kalangan; (2) Menggunakan ilmu pengetahuan 
dan istilah-istilah kontemporer, misalnya 
ukuran timbangan dalam fikih klasik diganti 
dengan gram, kilogram dan sebagainya; 
(3) Mengaitkan fikih dengan realitas; (4) 
Menjelaskan hikmah pensyari’atan suatu 
hukum; (5) Menyederhanakan permasalahan 
yang bertele-tele khususnya dalam fikih ibadah; 
(6) Mengaitkan satu hukum dengan hukum 
lainnya; (7) Memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dari para penulis kontemporer. Sementara 
itu, memudahkan dalam hukum fikih adalah 
mempermudah hukum Islam bagi Muslim baik 
dalam ibadah, mu’amalah dan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan kehidupan individu 
maupun sosial. 
Namun demikian, menurutnya, al-taysīr 
bukan berarti membuat syari’at baru dengan 
menggugurkan sesuatu yang diwajibkan 
oleh Tuhan, mengharamkan sesuatu yang 
dihalalkan Tuhan, ataupun menambah-
nambah dalam agama (bid’ah). Menurutnya, 
al-taysīr seperti ini hanyalah satu bentuk 
penyelewengan ajaran Islam dengan mengatas 
namakan agama. Untuk menghindari 
kesalahpahaman tentang prinsip al-taysīr ini, 
al-Qaraḍāwī meletakkan beberapa landasan 
teoritis, yaitu: Pertama, lebih memerhatikan 
permasalahan rukhṣah (keringanan), apalagi 
kondisi manusia berbeda-beda, sehingga 
tidak boleh dikenai aturan hukum yang sama. 
Kedua, Memerhatikan permasalahan primer 
(ḍarūriyat) dan kondisi yang meringankan. 
Ketiga, Mempersempit dan lebih berhati-
hati dalam memberikan fatwa terutama 
yang berkaitan dengan wajib dan haram. Ini 
dikarenakan dalam Islam, pemberian status 
halal dan haram merupakan hak prerogatif 
Allah Swt. semata; manusia tidak punya hak 
semacam itu setinggi apapun kedudukannya 
sehingga tidak boleh memperluas kedua 
wilayah tersebut tanpa ada dalil yang ṣaḥīḥ dan 
ṣarīḥ. 
Keempat, terbebas dari fanatisme 
madzhab. Terbebas dari madzhab tidak berarti 
meninggalkan hasil ijtihad para imam madzhab 
sama sekali, melainkan memilih pendapat dari 
berbagai madzhab yang lebih kuat dalilnya 
dan lebih membawa kemaslahatan. Kelima, 
Mempermudah hal-hal yang yang kerap 
terjadi dan sulit dihindarkan (‘umūm al-balwā), 
terutama berkenaan dengan ibadah dan 
mu’amalah. Di antara bentuk mempermudah 
di sini adalah memilih pendapat dari mazhab 
lain yang mudah diterapkan. Keenam, 
Memerhatikan prinsip perubahan fatwa 
seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi. 
Prinsip ini tidak berarti merubah hukum Allah 
Swt. dari halal menjadi haram atau dari haram 
menjadi halal melainkan merubah fatwanya 
atau penerapannya, bukan hakikat hukumnya. 
Ketujuh, Memerhatikan maqāṣid al-sharī’ah, 
artinya mengetahui tujuan disyariatkannya 
sebuah hukum, yaitu melindungi agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedelapan, 
Memerhatinakan penahapan dalam aplikasi 
hukum Islam. Kesembilan, mengadopsi prinsip 
moderasi dalam bentuk mengintegrasikan 
fikih dan hadis, pendapat lama dan baru, antara 
naṣ dan maqāṣid, serta membedakan antara 
yang thawābit (permanen) dan mutaghayyirāt 
(berubah-ubah).25 
 
PRODUK FATWA DALAM FIQH AL-‘AQALLIYĀT
Lembaga ECFR yang diketuai oleh Yūsuf al-
Qaraḍāwī telah melahirkan banyak fatwa dan 
produk hukum melalui ijtihad yang didasarkan 
pada maqāṣid al-sharī’ah dan prinsip al-taysīr. 
Berikut adalah beberapa contoh kasus hukum 
yang telah diberikan fatwanya dan diterbitkan 
oleh lembaga tersebut dan dikutip dalam buku-
buku beliau:
Bidang Keyakinan dan Ibadah
Dalam bidang ini dibahas dua contoh yang 
sampai saat ini masih aktual dan debatable, 
yaitu ucapan selamat atas hari raya Ahli Kitab 
dan waktu pelaksanaan shalat Jum’at.
Hukum mengucapkan selamat hari raya 
kepada non-Muslim merupakan masalah yang 
memantik banyak perdebatan. Alasannya, 
ucapan tersebut di satu sisi bermakna 
25Yūsuf al-Qaraḍāwī, Al-Fatwā Bayna al-Inḍibāṭ wa al-
Tasayyub, (Kairo: Dār al-Shahwah, 1988), hlm. 109-142.
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penghormatan dan untuk mempererat 
hubungan kekerabatan maupun persahabatan, 
tetapi di sisi lain, ia secara tidak langsung 
bisa dianggap sebagai pengakuan akan 
kebenaran keyakinan kaum non-Muslim. 
Pertanyaannya kemudian apakah seorang 
Muslim boleh menyampaikan ucapan selamat 
hari raya kepada teman, kerabat, tetangga, 
atau guru dan dosen yang non-Muslim? Untuk 
menjawab pertanyaan ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī 
membolehkan dengan mengemukakan dalil 
dari QS. al-Mumtahanah [60]: 8: 
 ْرم
َ
لَو  ِني ِّرلدا  ِف  ْرم
ُ
كو
ُ
ِلتا
َ
ق
ُ
ي  ْرم
َ
ل  َني ِ
َّه
لا  ِنَع  ُ َّهللا  ُمُكاَه
ْر
ن
َ
ي  
َ
ل
 َ َّهللا 
َّه
نِإ  ۚ  
ْرمِهْر
َ
لِإ  اوُطِس
ْر
ق
ُ
تَو  ْرمُهو َُّب
َ
ت  
ْر
ن
َ
أ  ْرم
ُ
كِرَايِد  ْرنِم ْرم
ُ
كوُِجر
ْر ُ
ي
َينِطِس
ْر
قُم
ْر
لا ُّبِ
ُ
ي
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik 
dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”
Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, ayat di atas 
secara tegas dan jelas mengajarkan berlaku 
baik dan adil kepada non-Muslim yang tidak 
memusuhi atau memerangi umat Islam. 
Menyampaikan ucapan selamat hari raya 
kepada mereka adalah suatu perbuatan yang 
diperbolehkan karena bagian dari perbuatan 
baik yang bisa jadi membawa efek baik dalam 
interaksi kemanusiaan dengan mereka.26
Dari fatwa di atas, terlihat jelas sikap 
Yūsuf al-Qaraḍāwī yang menggunakan prinsip 
al-taysīr berkaitan dengan pola interaksi 
minoritas Muslim dengan non-Muslim. Sikap 
ini berseberangan dengan pendapat ulama 
lain seperti Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, 
dan sejumlah ulama kontemporer yang 
mengharamkannya. 
Terkait dengan waktu shalat jum’at, 
Yūsuf al-Qaraḍāwī pernah ditanya tentang 
hukum pelaksanaan shalat jum’at sebelum 
tergelincirnya matahari (sebelum waktu 
zuhur) atau setelah masuknya waktu shalat 
ashar karena sempitnya waktu untuk khutbah 
dan shalat ju’mat pada waktu zuhur di sebagian 
26Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 146-150. 
Lihat juga Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, hlm. 154-155.
negara, khususnya di musim dingin, atau sebab 
tidak tersedianya kesempatan menunaikan 
shalat jum’at karena berbarengan dengan 
jadwal sekolah atau kerja, kecuali pada waktu 
pagi atau sore. Untuk menjawab persoalan ini, 
Yūsuf al-Qaraḍāwī mengemukakan beberapa 
pendapat terkait pelaksanaan waktu shalat 
jum’at. Mayoritas ulama menyatakan bahwa 
waktu shalat jum’at adalah waktu shalat zuhur, 
yaitu dari tergelincirnya matahari sampai 
pada posisi matahari yang memungkinkan 
bayangan suatu benda telah menyamai benda 
aslinya dikurangi bayangan ketika matahari 
tergelincir.27
Akan tetapi, ulama Ḥanābilah memberikan 
kelonggaran waktu shalat jum’at. Sebagian 
mereka menyatakan bahwa waktunya sama 
seperti waktu pelaksanaan shalat hari raya, 
yaitu mulai naiknya matahari sekitar 10 
menit atau seperempat jam sampai habisnya 
waktu zuhur. Alasan yang mereka kemukakan 
adalah bahwa hari jum’at merupakan hari 
raya, maka boleh melaksanakan shalat jum’at 
di waktu shalat hari raya, yaitu pagi hari. 
Ulama Mālikiyah mengemukakan pendapat 
lain tentang akhir waktu shalat jum’at yang. 
Sebagian mereka mengatakan bahwa akhir 
waktu shalat jum’at adalah terbenamnya 
matahari atau segera sebelum terbenam.
Berdasarkan kedua pendapat di atas, 
Yūsuf al-Qaraḍāwī kemudian mengatakan 
bahwa boleh melakukan shalat jum’at di 
pagi hari atau sore hari jika kondisi tidak 
memungkinkan dilakukan pada waktu yang 
disepakati oleh mayoritas ulama. Hal ini untuk 
memudahkan mereka dalam pelaksanaan 
ibadah shalat jum’at. Pilihan ini lebih baik dari 
pada meninggalkan shalat jum’at itu sendiri.28
Bidang Ekonomi
Masalah-masalah yang berhubungan 
dengan ekonomi menjadi masalah hukum 
yang secara riil dihadapi langsung oleh 
27Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 72. Lihat 
juga Wahbah al-Zuhaylī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, 
(Damaskus: Dar al-Syuruq, 1994), vol. 2, hlm. 1291-1292.
28Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 72-76. 
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minoritas Muslim di Barat. Banyak masalah 
ekonomi yang mereka ajukan kepada Yūsuf 
al-Qaraḍāwī, di antaranya tentang hukum 
membeli rumah dengan menggunakan kredit 
bank konvensional berbunga dan pemanfaatan 
zakat untuk membangun lembaga keislaman.
Untuk kasus pertama, Yūsuf al-Qaraḍāwī 
mula-mula mengharamkan secara mutlak 
kredit bank berbunga untuk membangun 
rumah di negara Islam maupun negara non-
Muslim. Pendapat itu beliau pegang sampai 
kurang lebih dua puluh tahun, sampai akhirnya 
beliau bertemu Muṣṭafā al-Zarqā yang 
membolehkan transaksi semacam itu dilakukan 
oleh minoritas Muslim di megara non-Muslim. 
Setelah pertemuan itu, dan setelah memahami 
urgensi rumah bagi masyarakat minoritas 
Muslim, Yūsuf al-Qaraḍāwī kemudian meralat 
pendapatnya dan menyatakan kebolehan 
transaksi tersebut. Al-Qaraḍāwī menganggap 
bahwa memiliki rumah dengan cara tersebut 
merupakan kebutuhan yang bisa menempati 
posisi sebagai kondisi darurat yang dalam 
kaidah fikih menjadi sebab bolehnya sesuatu 
yang dilarang. Pandangan ini juga didasarkan 
pada beberapa pendapat lembaga fatwa dunia 
seperti Lembaga Fatwa Kuwait dan Majlis 
Ulama Dunia. Alasan kedua yang dikemukakan 
oleh beliau adalah manfaat dan keuntungan 
yang didapatkan bagi minoritas Muslim jika 
memiliki tempat tinggal.29
Terkait dengan pemanfaatan zakat untuk 
membangun lembaga keislaman, seperti 
masjid, sekolah, dan pusat studi Islam dengan 
dana hasil zakat merupakan kebutuhan yang 
mendesak karena sumber dana lain sangat sulit 
dan calon penyumbang banyak yang bersedia 
menyerahkan uangnya jika diatasnamakan 
zakat. Tetapi, apakah cara ini dibenarkan 
apa tidak mengingat lembaga Islam tidak 
disebutkan termasuk dalam kelompok orang 
yang berhak menerima zakat.
Yūsuf al-Qaraḍāwī menjawab permasalahan 
ini dengan melakukan reinterpretasi 
terhadap kata sabīlillāh dalam ayat zakat dan 
29Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 154-167. 
Lihat juga Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, hlm. 159-160.
memasukkan pertimbangan kebutuhan dan 
manfaat. Menurut beliau, mayoritas ulama 
memang menyepakati makna kalimat tersebut 
sebagai jihad di jalan Allah Swt., tetapi perlu ada 
perluasan makna jihad sehingga merangkum 
semua makna yang mendukung dakwah 
dan kemaslahatan umat Islam termasuk di 
dalamnya lembaga-lembaga keislaman yang 
beliau sebut dengan nama “jihad modern”. 
Kemudian beliau melihat manfaat yang 
akan diperoleh oleh masyarakat minoritas 
jika lembaga-lembaga tersebut berdiri. 
Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut 
maka Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa 
menggunakan dana zakat untuk membangun 
lembaga keislaman adalah boleh.30
Bidang Hukum Keluarga
Dalam bidang keluarga banyak disampaikan 
pertanyaan-pertanyaan yang mendasar,, di 
antaranya adalah bagaimana hukum seorang 
Muslim menerima warisan dari kerabatnya 
yang non-Muslim, dan bagaimana status istri 
yang masuk Islam sementara suaminya tetap 
beragama non-Muslim.  
Terkait dengan permasalahan pertama, 
Yūsuf al-Qaraḍāwī memilih untuk mengikuti 
pendapat yang tidak popular di kalangan 
empat mazhab yang menyatakan bahwa 
seorang Muslim boleh menerima warisan dari 
seorang non-Muslim, tetapi tidak berlaku 
sebaliknya. Beliau mendasarkan pendapatnya 
dari beberapa riwayat Sahabat, salah satunya 
dari ‘Umar, Mu’āz, dan Mu’awiyah, yang 
membolehkan seorang Muslim menerima 
warisan dari seorang non-Muslim, tetapi tidak 
sebaliknya. Lebih lanjut, Yūsuf al-Qaraḍāwī 
mengatakan bahwa dimensi kemaslahatan 
menerima warisan dari non-Muslim akan lebih 
besar dari pada membiarkan harta waris itu 
dikuasai oleh non-Muslim karena kemungkinan 
akan dipergunakan untuk kepentingan maksiat 
atau pengembangan agama mereka.
Agar memberikan kesan menentang 
kesahihan Hadis larangan saling mewarisi 
antara Muslim dan non-Muslim, Yūsuf al-
30Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 81-82. 
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Qaraḍāwī melakukan ta’wīl terhadap Hadis 
“Seorang Muslim tidak boleh mewarisi 
orang kafir, sebagaimana sebaliknya orang 
kafir juga tidak boleh mewarisi harta orang 
Islam”. Pendapat ini senada dengan ta’wīl 
yang dilakukan oleh pengikut mazhab Ḥanafī 
terhadap Hadis “Seorang Muslim tidak boleh 
dibunuh hanya karena membunuh seorang 
kafir.” Menurut mereka, orang kafir yang 
dimaksud di sini adalah orang kafir ḥarbī yang 
memerangi Islam. Oleh karena itu, larangan 
saling mewarisi juga berlaku hanya antara 
Muslim dan mereka.31
Prinsip al-taysīr dalam fatwa Yūsuf al-
Qaraḍāwī di atas dapat dilihat dari pemilihan 
beliau terhadap pendapat yang tidak popular, 
yaitu kebolehan seorang Muslim menerima 
warisan dari non-Muslim, sekalipun pendapat 
tersebut bertentangan dengan pendapat 
mayoritas ulama bahkan mayoritas Muslim. 
Pendapat ini beliau pilih karena dirasa 
memberikan kemudahan dan kemaslahatan 
pada masyarakat non-Muslim.
Status istri yang masuk Islam sementara 
suaminya tetap beragama non-Muslim 
merupakan permasalahan yang kerap kali 
terjadi di Barat mengingat pernikahan beda 
agama dan konversi agama salah satu pasangan 
merupakan sesuatu yang lazim terjadi. 
Pertanyaannya adalah apakah konversi agama 
seorang isteri menjadi menjadi muslimah 
sementara suaminya tetap memeluk agama 
asalnya. Pertanyaannya, apakah istri tersebut 
harus bercerai dengan suaminya?
Jawaban fikih klasik atas permasalahan 
tersebut cukup beragam, tetapi mayoritas 
ulama berkeyakinan akan keharusan cerai 
di antara keduanya. Mula-mula, Yūsuf al-
Qaraḍāwī memiliki pandangan serupa sebelum 
mengetahui betul realitas persoalan ketika 
seorang Muslimah hidup dalam konteks 
sebagai minoritas Muslim di Barat. Yūsuf 
al-Qaraḍāwī kemudian berubah pandangan 
dan mengatakan bahwa istri tersebut boleh 
tinggal bersama dengan suaminya atas dasar 
kemaslahatan, selama tidak dipisahkan oleh 
31Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 126-131. 
penguasa. Pandangan ini dihasilkan dari 
metode tarjīḥ atas pendapat-pendapat ulama 
yang menyatakan batalnya pernikahan atau 
tidak.32
Dari contoh fatwa-fatwa Yūsuf al-Qaraḍāwī 
di atas terkait kasus yang dihadapi oleh inoritas 
Muslim di Barat, kita dapat menangkap betapa 
beliau sangat konsisten dalam memegang 
prinsip al-taysīr, yaitu manakala dalam satu 
kasus ada lebih dari satu pendapat maka 
beliau memilih pendapat yang paling mudah 
diaplikasikan dan yang paling membawa 
kemaslahatan. Beliau mendasarkan prinsip ini 
pada Hadis Nabi Saw.: 
 
َّه
لَص ِ
َّهللا لوَُسر َ ِّريُخ ام :تلاق اهنع للها ضير ةشئعا نع
 مل  ام  امهسيأ  ذخأ  لإ  طق  نيرمأ  ينب  َم
َّه
لََسو  ِهْري
َ
لَع  ُللها
.هنم سالنا دعبأ نكا 
ً
امثإ نكا نإف ،
ً
امثإ نكي
Dari `Āisyah ra. berkata: “Tidaklah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam dihadapkan pada 
dua pilihan, melainkan beliau mengambil yang 
termudah selama pilihan tersebut tidak termasuk 
dosa, dan apabila termasuk dosa, beliau adalah 
orang yang paling menjauhinya”.
Kesimpulan
Terlepas dari adanya pro dan kontra, 
kita perlu mengapresiasi jerih payah Yūsuf 
al-Qaraḍāwī berupa produk fiqh al-‘aqalliyāt-
nya beserta bangunan metodologinya. Beliau 
telah berhasil menciptakan konsep fikih 
bagi masyarakat minoritas yang tinggal 
di negara non-Muslim dengan seambrek 
problematikanya: sosial, ekonomi, politik dan 
agama. Konsep fikih ini bukan berarti keluar 
dari koridor fikih yang ada, hanya saja ia 
memiliki karakter khusus karena diterapkan 
pada masyarakat dengan karakter khusus pula, 
di tempat yang khusus yang berbeda dengan 
fikih pada umumnya, yakni minoritas Muslim 
di Barat. Karenanya, penerapan prinsip al-
taysīr sangat kentara dalam fikih tersebut.
Sebagai produk hukum baru, fiqh al-
‘aqalliyāt masih menyisakan banyak persoalan, 
yakni terkait latar belakang, istilah, metodologi, 
32Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fī Fiqh al-‘Aqalliyāt., hlm. 105-125. 
Lihat juga Imam Mawardi, Fiqh Minoritas., hlm. 171-172. 
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esensi, bentuk, dan implikasinya dalam ranah 
sosial, politik, ekonomi, teologis, dan filosofis 
bagi masyarakat minoritas Muslim. Akan 
tetapi, seiring dengan cepatnya dinamika 
persoalan sosial, budaya, dan hukum yang 
terjadi dalam kehidupan publik, kebutuhan 
akan fiqh al-‘aqalliyāt akan semakin terasa. 
Semoga di masa mendatang, kajian tentang 
fikih ini akan semakin mendapat tempat di hati 
para ulama, pemikir, dan akademisi Muslim. 
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